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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 

1. Apakah semua kendaraan dinas di Kabupaten memiliki Surat Berita Acara 

Serah Terima? 

2. Apakah dari semua kendaraan yang ada di masing-masing OPD memiliki 

BPKB yang asli? 

3. Apakah dari BPKAD melakukan pengurusan dokumen kepemilikan seperti 

BPKB dan STNK termasuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor 

terhadap kendaraan dinas yang ada di Kabupaten Kupang? 

4. Apakah semua aset gedung dan bangunan itu dibangun pagar pembatas? 

5. Apakah semua aset gedung dan bangunan tersebut memiliki tanda 

kepemilikan berupa papan nama? 

6. Apakah ada tindakan antisipasi untuk mencegah terjadinya kebakaran? 

7. Apakah ada satuan pengamanan dengan jumlah sesuai dengan lokasi dan 

fungsi gedung dan bangunan tersebut? 

8. Apakah BPKAD melakukan pengurusan terkait surat IMB untuk gedung 

dan bangunan yang belum memiliki IMB? 

9. Apakah semua aset tetap berupa perelatan dan mesin serta gedung dan 

bangunan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang dicatat 

oleh masing-masing OPD atau langsung dicatat oleh BPKAD? 

10. Terkait dengan permasalahan aset tetap yang sering terjadi, apa tindak lanjut 

dari BPKAD untuk menangani permasalahan tersebut? 
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SURAT IZIN PERMOHONAN PRA PENELITIAN 
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SURAT IZIN PERMOHONAN PENELITIAN 
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SURAT IZIN PENELITIAN DARI PSTSP PROVINSI NTT 
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SURAT IZIN PENELITIAN DARI PTSP KABUPATEN KUPANG 
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